
Dipindai dengan CamScanner 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Bornbana, Kabupaten Wakatobi dan 
Kabupatcn Kabupatcn Kolaka Utara <Ii Provinsi 

Sulawesi Tcnggara [Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tarnbahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tnhun 200-1 lt•ntnng 

Perimbangan Keuangan Antara Perucrintah Pusnt dun 

Perncrintah daerah (Lembaran Nccna Republik 

lndoncsin T11hu11 200,1 Nomur I 2C.. Tambahnu 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), 

ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagairnana 

telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tcntang Sadan Usaha 

Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana 

Desa setiap Desa di Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024. 

BUPATI KOLAKA UTARA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIJ\N ALOKASI DANA DESA 
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARJ\N 2024 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI KOLAl<A UTARA 
NOMOR O \ TAHUN 2024 

BUPATI l{OLAKA UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
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Dipindai dengan CamScanner 

Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tcntang 

Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Dcsa (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

ten tang 

Republik Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Indonesia 2020 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pernbentukan Pera tu ran Parundang-undangan 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234). Sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 

Peraturan Parundang-undangan {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan 

lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebaga.imana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 l Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
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sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sadan Usaha Milik Oesa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tcntang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 57, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6041); 

10.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 
tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri 
dalarn Ncgcri Nomor J 20 Tahun 2018 ten tang 
pcrubahan atas Peraturan Mcntcri Dalarn ncgcri Nomor 
80 tahun 2015 tentang pernbentukan Produk Hukum 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

l lPeraturan Mcnleri Dalarn Ncgcri Nornor 20 Tahun 2018 
tcntang Pengclolaan Kcuangan Dcsa (Berna Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
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Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara. 

2. Pemcrintah Daerah adalah Perncrintah Kabupaten Kolaka Utarn. 

3. Bupati acJalah Bupati Kolaka Utara. 

4. Dinas Pcmberdayaan Masynrakat clan Dcsa ynng sclanjutnya disingkat 
DPMD adalah Dinas Pcmbcrdnyaan Musyarakat clan Dcsa Kabuparen 
Kolaka Utara. 

Pasal 1 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGTAN 

DAN PENETAPAN RlNCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP 

DESA DI KABUPATEN KOLAl(A UTARA TAHUN ANGGARAN 

2024. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12.Peraturan Dacrah Kabupaten Kolaka Utara l\abupaten 

Kolaka Utara Nomor Tahun 2023 tcntang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka 

Utara Tahun Anggaran 2024 (Lernbaran Dacrah 

Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor ); 

13.Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 54 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah 

Kabupatcn Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 54); 

14.Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Daftar Kewenagan Desa Berdasarkan Hak Asal­ 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten 

Kolaka Utara (Serita Daerah I<abupaten Kolaka Utara 

Tahun 2020 Nomor 3); 

15.Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024 

(Betita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 

Nomor ); 
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5. Sadan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Sadan 

Keuangan Daerah Kabupatcn Kolaka Utara. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sclanjutnya disingkat APBD, 

adalah Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Kolaka 

Utara. 
7. Pendapatan Daerah adalah Hak Pcmerintah Dacrah yang diakui scbagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang 

bersangkutan. 

8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersurnber dari pendapatan J\PBN 

yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
9. Penghasitan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan 

atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala 

Desa dan Perangkat Desa. 
10. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepenti.ngan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asa1 usul, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mcmpunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rurnah tangga 

Desanya clan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

12. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

1embaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwnkilan 
wilayah dan ditetapkan secara dernokratis. 

13. Peraturan Desa adalah pcraturan perundang-undnngan yang ditetnpknn 
oleh Kepala Desa setelah dibahas clan rlisepakati bersarna 8PD. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa yang sclnnjutnya disingknt r\Pl3 

Desa adalah rcncana keuangan tnhunnn Pcrnerintnhnu Dcsn ,·an~ 

dibahus dnn disci ujui hcrsnrnn olch Pcmeriutuh Dcsn dnn l3PD sertn 
ditctapknn dalrun Pcrarurnn Dcsn. 

15. Pendapatan Dcsn udnlnh I Ink J>1:nw1 int ah DP~n ynug bcrsurnbcr dari 
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kekayaan Desa dan sumber pendapatan lainnya yang ditetapkan dalam 

peraturan Perundang-undangan dan dapat dinilai dengan uang dalarn 

rangka pelaksanaan kewajiban pemerintah Desa. 

16. Keuangan Desa adalah sernua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang 

tennasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang bcrhubungan 

dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. 

17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 

perimbangan yang diterirna Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan 

belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

18. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD yang diberikan 

kepada setiap Desa dengan memperhatikan kebutuhan siltap masing­ 

masing desa. 

19. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang 

diberikan secara proporsional kepada setiap desa menggunakan rumus 

perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah 

penduduk miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis. 

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PKPKD, adalah Kepala Dcsa yang karena jabatannya 

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan Desa. 

21. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang sclanjutnya disingkat, PPKD, 

adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 

berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian 

kekuasaan PKPKD. 

22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 

unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai 

koordinator PPKD. 

23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa 

yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang 

menjalankan tugas PPKD. 

24. J<epala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah pcrangkat Desa 

yang bcrkedudukan sebagai pelaksana tcknis ynng mcnjalanknn tugns 

PPJ<D. 
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(1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dalarn APBDesa. 

(2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan 
melibatkan masyarakat Desa melalui lembaga kemasyarakatan. 

(3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara administrasi, tcknis dan hukurn. 

(4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, efektif, efisicu. 
rerarah, terkendali dan tepat sasaran, 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Prinsip Pengelolaan ADD 

BAB ll 
PRINS IP PENG ELOLAAN DAN SU MBER DANA 

Tujuan Pengalokasian ADD meliputi: 
a. Meningkatkan peJaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kernasyarakatan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya; 

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara 

partisipatif sesuai dengan potensi Desa; 
c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan 

berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; 
d. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat; dan 
e. Meningkatkan kemandirian Desa. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan pembagian dan 
penggunaan Alokasi Dana Dcsa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten 

Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024. 

Pasal 2 
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(1) Kehutuhan Siltap sebagaimana dirnaksud dnlnrn Pasal 6 ayat (2) huruf a. 

dibagi untuk sctiap Dcsa berrlasnrknn jumlnh npnratur Dr-sa yrm]; relnh 

diictapkan sebelumnya ntau yang telah dicvnluns! dan diklnrifikuai oleh 

Bupati. 

(2) Apararur Desa t;c:lw,~aim:.na climnkaud padu 11v111 {I) h•nliri dru i l\c·pnln 

Desa, Sekrctur is I >c.::.a, Kcpaln lJnrnan, K1•pal11 :--,•laii. l~1·p.1l:1 nusu11. 

Pasal 7 

ADD setiap Desa = AD + AF 

b. Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah 

Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa atau disebut Alokasi 

Formula (AF). 

(3) Pagu ADD untuk setiap Desa merupakan penjumlahan AD dan AF 

masing-masing Desa. 

dengan Desa setiap berkeadilan kepada Proporsional dan 

rnemperhatikan: 
a. Kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat Desa atau disebut 

Alokasi Dasar (AD); dan 

( 1) Pagu ADD Kabupaten Kolaka Utara ditetapkan scbesar Rp. 

71.266.584.148,- (Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh 

Enarn .Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh 

Delapan Rupiah,-) 
(2) Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara 

Pasal 6 

BJ\B Ill 
PENETAPAN, PEMBAGIJ\N DAN PENGHITUNGAN PAGU ADD 

ADD bersurnbcr dnri APBD l<nbupnlcn clcngnn pcrhitungnn paling scclikit 

10% (scpuluh pcrscrnrus] dnri dana pcrirnbangnn ynnr, ditcrirna Kabupatcn 

sctclah dikurangi Dann Alokasi l<husus. 

P:rnnl 5 

Bagian Kcd ua 
Surnbcr Dann ADD 
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Besaran ADD untuk masing-rnasing Dcsa di Knbupatcn Kolakn Utnrn ndnlah 

sebagaimana tcrcantum dalarn Larnpirnn I yang merupnknn bngian (idak 

terpisahknn dari Peraturnn Hupat i ini. 

Pasal9 

(3) Besaran Af,' untuk masing-rnasing Desa adalah sebagairnana tercanturn 

daJam Lampiran I yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

AF setiap Desa "' 1(0, l SXZl )+(0,40XZ2)+(0, 15XZ3)+(0,30XZ4)] 

(1) AF sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dibagi secara 

proporsional kcpada masing-rnasing Desa yang dihitung dcngan 

mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan 

prosentase bobot nilai sebagai berikut: 

a. Jumlah pcnduduk Desa sebesar 10 % (sepuluh perseratus); 

b. Angka kemiskinan Desa sebesar 40 % (tiga puluh lima perseratus]; 
c. Luas wilayah Desa sebesar 10 % (sepuluh perseratus); dan 

d. Tingkat kesulitan geografis Desa sebesar 40 % (empat puluh 

perseratus). 

(2) Rasio jumlah penduduk Desa (Zl), angka kemisk:inan Desa (22), luas 

wilayah Desa (Z3), tingkat kesulitan geografis Desa (Z4}, dari masing­ 

masing bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 

berikut: 

a. Rasio Zl = Jumlah Penduduk Desa 
Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten 

b. Rasio Z2 = Jumlah Penduduk Miskin Desa 
Jumlah Penduduk Miskin Desa se Kabupaten 

c. Rasio 23 = Jumlah Luas Wilayah Desa 
Jumlah Luas Witayah Desa se Kabupaten 

d. Rasio Z4 = Rasio 1KG Dcsa 
Rasio IKG Kabupaten 

Pasal 8 

BPD, Iman Desa dan Linmas. 
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ADD sclain digunakan untuk rncmbayar Siltap Kepala Oesa chm Perangkat 

Dcsa scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 11, juga digunakan uruuk 
rnernbayar : 

a. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD sebcsar Rp.1.250.000,00 [Sruu Juta 

Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah]: 

Pasal 12 

(1) Biaya Siltap Kepala Desa dan Perangkat Dcsa, diberikan dengan 

ketentuan: 

a. Besaran Siltap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.500.000,00 (dua 

juta lima ratus ribu rupiah); 

b. Besaran Siltap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.225.000,00 (dua 

juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan 

c. Besaran Siltap Kasi, Kaur dan Kepala Dusun paling sedikit Rp. 

2.050.000,00 (duajuta lima puluh ribu rupiah). 

(21 Pcnghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Desa 

lainnya di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.. 

Pasal 11 

Bagian Kedua 
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

ADD digunakan untuk membiayai: 

a. Siltap Kcpala Desa dan Perangkat Desa; 

b. Belanja lainnya yang terdiri dari: 

l. Penyelenggaraan Pernerintahan Desa; 

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan 

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Pasal 1 O 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB IV 
PENGGUNAAN ADD 

- 10 - 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner 

(11 Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana 

dalarn Pasal 12 huruf e tediri dari: 
a. BPJS Ketenagakerjaan Sebesar Rp. 10.800,-/Perangkat/Bu\an yang 

dibebankan dalam APB Desa; dan 

b. BPJS Kesehatan dengan rincian: 

1) 4 'Yo (cmpat perseratus) ditanggung olch pembcri kcrja; clan 

2) 1 %, ( satu perscratus) ditanggung olch masing-masing pcserta. 
(2) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa berkewajiban mclnkukan 

pcmhayaran/penyctoran iuaran jaminan kesehatan scbagaimana 
dirnaksud dalam ayat (I J huruf a dan huruf b bagian 2). 

Pasal 15 

(1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan lnsentif 

Aparatur Desa Lainnya dibayarkan paling lambat minggu ke 4 (empat) 

setiap Bulannya oleh Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa. 

(2) Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan 

lnsent:if Aparatur Desa lainnya diluar ketentuan scbagaimana diatur 
dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12, harus mendapat persetujuan dari 

Bupati. 

Pasal 14 

Insentif Imam Desa clan Insentif Linmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 

12 huruf c dan huruf d dapat dibayarkan rnelalui sember pendapalan 

lainnya di Desa sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 13 

b. Tunjangan Kcdudukan Anggota BPD sebesar Rp. l.000.000,00 (Satu Juta 

Rupiah); 

c. lnsetif Imam Desa Paling Sedikit Rp.650.000,00 (Enam Ratus Lima 

Puluh Ribu Rupiah); 

d. lnsentif Linmas Paling Sedikit Rp.450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh 

Ribu Rupiah); dan 

e. Jaminan Kesehatan bagi Kepala Dasa dan Perangkat Desa scsuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 
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( 1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap melalui pernindah 
bukuan/transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa. 

(2) Pemindah bukuan/transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. Tahap I, sebesar 40 % (Empat Puluh Perseratus) dan dilakukan 

paling cepat Bulan Januari serta Paling Lambat Bulan April; 

b. Tahap II, sebesar 40 % [Ernpat Puluh Perseratus) dan dilakukan 
paling cepat Bulan Mei serta Paling Lambat Bulan September; 

c. Tahap Ill, sebesar 20 % (Dua Puluh Perseratus) dan dilakukan paling 
cepat Bulan Oktober serta paling Lambat tanggal 25 Bulan 
Desember. 

(3) DPMD rnembuat nola dinas kcpada Bupati tentang permohonan 
persetujuan penyaluran ADD dalarn 1 (satu) tahun anggaran dengan 
melampirkan: 

a. Besaran pagu ADD se-kabupaten; 

b. Nama Dcsa pcncrima ADD se-kabu patcn; 
c. Nomor rekening kas Deso sc-kabupruon; 

Pasal 17 

BABV 
MEKANfSME PENYALURAN ADD 

(1). Biaya honorarium PKO dibayarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD} 
dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya 

Umum. 
(2). Honor/Upah pungut Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) sebesar: 

PBB yang berjumlah sampai dengan 10 (sepuluh) juta rupiah, upah 
pungut sebesar 10% [sepuluh perscratus) dari jumlah Pajak Bumi 

dan Bagunan; dan 
PBB yang berjumJah 10 (sepuluh) juta rupiah keatas upah pungut 
sebesar 15% (lima belas perseratus) dari jumlah Pajak Bumi dan 

Bagu nan. 

PasaJ 16 

Bagian Ketiga 
Belanja Lainnya 
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( l) Kepala Desa wajib menyarnpaikan laporan Pertanggungjawabnn ADD 

yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APO Dcsa, 

(2) Bentuk pclaporan atas kcgiaran-kcgiatan dalarn J\PBDcsa yang dibiayai 

Pasal 19 

BAB VI 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

Pada setiap tahapan penyaluran ADD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
17 ayat (2}, dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: 

a. Tahap I berupa: 
1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan; 
2. Laporan Data Inventarisasi Aset Desa sampai dengan Tahun 

sebelumnya (Format Sipades}. 
b. Tahap JI berupa: 

1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD tahap I 

menunjukkan rata-rata Realisasi dan Capaian paling rendah sebesar 
75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus); 

2. Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan Dcsa (LPPD} Tahun 

Sebelumnya; dan 
3. Surat Pertanggungjawaban APB Desa Semester II Tahun sebelumnya 

dalam bentuk Soft File (PDF). 

c. Tahap JJl berupa: 
1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD sampai 

dengan tahap II menunjukkan rata-rata Realisasi dan Capaian paling 
rendah scbesar 90% (Sembilan Puluh Perseratus}; dan 

2. Surat Pertanggungjawaban APB Desa Semester I Tahun berjalan 

daJam bentuk Soft.file (PDF}. 

Pasal 18 

d. Bcsaran Pagu ADD Tahap I, Tahap 11, dan Tahap Ill pada masing­ 

rnasing Desa Sc-Kabupatcn yang akan disalurkan seliap tahapan. 
(4} Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas scbagaimana dimaksud 

pada ayat (2), DPMD membuat nota dinas kepada BKAD tentang 
pcrmintaan penyaluran ADD setiap tahap kepada Desa-Desa penerima 
ADD. 
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(1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD sebagaimana dirnaksud dalarn 

Pasal 2 I ayat (2) dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumcn persyaratan setiap tahap 

penyaluran sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 18; dan 

b. Terdapat usulan dari Aparat Pcngawas Internal Perncrintah (APIP) 

Kabupaten Kolaka Utara. 

(2) Rekomcndasi scbagairnanu dirnaksud dalam ayat ( 1) huruf b 

disarnpaikan oleh Al'II' di Dnernh dalarn hal tcrdapnt potensi atnu tclah 

tcrjadi penyirnpangan penyaluran dnn/11tnu pcuggunnnn ADD. 

Pasal22 

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dikenakan sanksi adrninistratif. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa 

penundaan penyaluran ADD. 

Pasa12l 

BAB Vll 
SANKS! ADMJNISTRATIF 

( 1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19 

ayat (2) huruf b rneliputi: 
a. Laporan Semester I untuk laporan bulan Januari sampai dcngan 

Juni disampaikan paling lambat rninggu kedua bulan Juli; dan 

b. Laporan Semester JI untuk laporan bulan Juli sampai dengan 

Desember disampaikan paling lambat bulan ketiga tahun 

berikutnya. 
(2) Laporan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) disampaikan kepada 

Bupati Cq. Dinas PMD melalui Camat. 

Pasal 20 

dari ADD, adalah sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Kcluaran ADD; dan 

b. Laporan Pelaksanan Kegiatan, yang mcmuat realisasi penerimaan 

dan realisasi bclanja ADD. 
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pertanggungjawaban APBDesa; 
b. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD; 
c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi ADD; dan 
d. Pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah (APJP) dan pengawas lainnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

dan pelaporan pelaksanaan, penatausahaan, perencanaan, 

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 meliputi: 
a. Memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup 

Pasal 25 

Pemcrintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

ADD. 

PasaJ 24 

BAB VIII 
PEMBJNAAN DAN PENGAWASAN ADD 

Penyaluran ADD dapat kembali dilaksanakan apabila: 
a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tclah diterima; dan 
b. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari APIP di 

Daerah. 

PasaJ 23 
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DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAI IUN 2024 NOC\IOR O \ 

Diundangkan di Lasusua 
pada tanggal \. ~ tv\O,rc,,t U'l--'-/ 

RETARlS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, 

-·- Ditetapkan di Lasusua 
- ~ I' • pada tanggal I lf l'YIOf <..i ~ '. l : . I ,I ' ... 

Q -~~r. UPATI KOLAKA UTARA, ~~,Mf- ' . r· le. oil, '<t;- p /ti tJ 

~ ie;~ Hu~(A.. 
-~"'t,-~ 

(y- 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Pcraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah I<abupaten Kolaka 

Utara. 

Pasal 26 

BAB IX 

KETENTUJ\N PENUTUP 
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